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Abstrak
 

Namun penerapan pembatasan ekspor minyak bumi harus sesuai dengan ketentuan WTO/GATT yang telah

diratifikasi dan mengikat Indonesia untuk menghindari adanya klaim dari negara anggota WTO/GATT

lainnya. Ketentuan WTO/GATT tersebut diinterpretasikan secara harmonis dengan hukum internasional

lainnya dalam hal ini prinsip permanent sovereignty of states over natural resources (PSNR). Pembatasan

ekspor minyak bumi selain tarif (non tariff) pada dasarnya dilarang menurut ketentuan Pasal XI ayat 1

GATT kecuali dibenarkan menurut ketentuan Pasal XI ayat 2, XX dan XXI GATT. Indonesia telah

menerapkan ketentuan/kebijakan yang dapat membatasi ekspor minyak bumi dalam bentuk non tarif berupa

pengelolaan dan pemanfaatan minyak bumi bagian negara yang dihasilkan dari Kontrak Kerja Sama (KKS)

dengan kontraktor oleh BPMIGAS dan PT Pertamina, ijin ekspor minyak bumi dan kewajiban kontraktor

menyerahkan minyak bumi bagiannya menurut KKS bagi hasil sebesar 25% (dua puluh lima persen)

(domestic market obligation). Ketentuan tersebut belum dapat membatasi ekspor minyak bumi sesuai

kebutuhan dalam negeri dan, untuk ijin ekspor dan domestic market obligation, dapat melanggar ketentuan

Pasal XI GATT. Oleh karenanya perlu dilakukan perubahan aturan/kebijakan yang dapat membatasi ekspor

minyak bumi sebagai solusinya yaitu perubahan ketentuan konsep KKS bagi hasil (production sharing)

menjadi revenue sharing, penerapan KKS jasa dan tarif ekspor.

......This thesis regarding the crude oil export restrictions which is necessary to supply domestic needs.

However, the crude oil export restrictions must be applied in accordance with the provisions of the WTO /

GATT that have been ratified and binding on Indonesia to avoid any claim from other WTO/GATT's

member. Such WTO/GATT provisions shall be interpreted in harmony with other international law, in this

case the principle of permanent sovereignty over natural resources (PSNR). Crude oil export restrictions

other than tariffs are basically prohibited under Article XI:1 GATT unless justified under Article XI:2, XX

and XXI GATT. Indonesia have applied non tariff measures which may restrict the crude oil export in the

form of management and utilization of government's crude oil entitlement under Joint Cooperation Contract

(JOC) by BPMIGAS and PT. Pertamina, crude oil export license and contractor's domestic market

obligation equal to 25% (twenty five percent) of contractor's crude oil entitlement under JOC production

sharing. Such provisions is unable to restrict crude oil export in accordance with domestic needs and, for

crude oil export license and contractor's domestic market obligation, may conflict with the provisions of

Article XI:1 of GATT. Therefore, it is necessary to amend the measures which can be used to restrict export

of crude oil by replacing the concept of JOC production sharing with JOC revenue sharing as well as

applying JOC services contract and export tariffs.
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